
BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mendukung
penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang
akuntabel, perlu mengatur nama jabatan, iktisar
jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan struktural
dan fungsional umum yang ada di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa Pegawai Negeri
Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu
pada instansi pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah, maka
perlu menetapkan analisis jabatan, analisis beban kerja
dan evaluasi jabatan dilingkungan pemerintah
Kabupaten Seruyan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang analisis jabatan,
analisis beban kerja dan evaluasi jabatan dilingkungan
pemerintah Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

SALINAN
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5659);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 67).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN

BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas Otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Seruyan;

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk
menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit
organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan
secara sistematis dengan menggunakan metode
tertentu;

6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik
untuk memperoleh data jabatan yang diolah
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk
kepentingan program kepegawaian serta
memberikan umpan balik organisasi dan
tatalaksana;

7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk
menilai suatu jabatan secara sistematis dengan
menggunakan criteria-kriteria yang disebut sebagai
factor jabatan terhadap informasi factor jabatan
untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
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8. Informasi jabatan adalah hasil analisis jabatan
yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
ANALISIS JABATAN

Pasal 2

(1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk
memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat
dan akurat;

(2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan
kepegawaian khususnya penataan PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang
digunakan untuk kepentingan kelembagaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan
serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

(1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar
memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat
untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;

(2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai
dalam jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

Bagian Ketiga
EVALUASI JABATAN

Pasal 4

(1) Evaluasi jabatan disusun sebagai dasar menetapkan
besaran tunjangan kinerja yang akan diperoleh oleh
masing- masing pegawai sesuai jabatan yang
dipangku pada unit kerjanya;
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(2) Tujuan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai dasar penentuan nilai dan
kelas jabatan pegawai negeri.

BAB III
KEGUNAAN

Pasal 5

(1) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi
Jabatan dipergunakan untuk:
a. perencanaan kebutuhan PNS;
b. rekrutmen calon PNS;
c. penempatan PNS;
d. pengendalian PNS;
e. pendidikan dan pelatihan PNS;
f. pengembangan PNS; dan
g. kesejahteraan PNS.

(2) Kegunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi
Jabatan dilakukan terhadap jabatan pimpinan
tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;

(2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi:
a. Nama jabatan;
b. Kode jabatan;
c. Unit organisasi;
d. Kedudukan dalam struktur organisasi;
e. Ikhtisar jabatan;
f. Uraian tugas;
g. Bahan kerja;
h. Perangkat/alat kerja;
i. Hasil kerja;
j. Tanggung jawab;
k. Wewenang;
l. Kolerasi jabatan;
m. Kondisi lingkungan kerja;
n. Resiko bahaya;
o. Syarat jabatan;
p. Prestasi yang diharapkan; dan
q. Butir informasi lain.
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(3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan
dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan
tugas  dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan sesuai dengan
beban kerja jabatan;

(4) Evaluasi Jabatan berupa nilai jabatan yang
selanjutnya digunakan dalam penentuan kelas
jabatan.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja
dan Evaluasi Jabatan merupakan kewenangan
Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh
Bagian Organisasi;

(2) Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja
dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

(1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring
terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan secara berkala atau sewaktu-
waktu sesuai kebutuhan;

(2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi
Jabatan pegawai sebagai bagian dari informasi dan
penempatan pegawai dalam jabatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan dilaksanakan oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Bagian Organisasi;

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Organisasi dapat berkoordinasi dengan perangkat
Daerah terkait;

(4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Seruyan.
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Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 8

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penetapan
penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan
Evauasi Jabatan akan diatur dalam Surat Keputusan
Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Seruyan.


